BUPATI TOBA SAMOSIR

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 2% TAHUN 2012

TENTANG ‘

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 33 TAHUN 2011,

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN -
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang  : a.  bahwa Schubungan dengan ditetapkannva Psraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor.32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerab, maka perlu dilakukan penyesuaian
Peraturan Bupati Toba. Samosir Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksamaan  dan Penatausahaan,

. Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
- Hibah dan Bantuan Sosial yany bersumber dari Anggaran Pendapatan
{dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir terhadap iPératuran
" Meuteni DalamNegeri dimaksud; -

b. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diniaksu{@alanyihuruf,
a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1L Undang - Undang Womor 8 Tahun 1985 teatang Organisasi
' Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor
3298),
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemibentukan
Kabupaten Dacrah Tingkat U Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Inddnesia
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);
‘3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negare
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .
4. ~Undang - Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
‘Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembarau Negara Republik Indopesia Nomor 4355);

!



10,

11.

12,

13,

14,

15.

16.

unaang - unadang Nomor 3Z lahun ZUU4 tentany Femenntahasn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan’ Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuvangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

-Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 12 Tshun 2011 tentang Pembertukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomer 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesnp Nomar
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloluan
Barang Milik N2gara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tabun 2006 Nomor 20, Tamtahan Lemoaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 teutang Pengelolaan. pamnp Milik
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Kepublik mdéne&h Tahus 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republlx lnflo&:,s:;x Nomor
4855) ; :

- Peraturan Presiden Momor 54 ‘l‘ahun 2010 'tcn Per.gadaan

Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubali dé¢ngan Peraturan’
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 'Kedua Ates
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pe-xgadaan
Barang/Jasa Pemerintéh,

Peraturan Menteri Dalam- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor
21 Tahun 20‘1 tentang Pembahan Kedua atas Peraturan Mcnh.rl

-~ Keuangan Daerah;
" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
' Pedoman Pcmberian hibah dap Bantuan Sosial yang bersumber dari
. Anggaran Pendupatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun'

" 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosi ",
yang bersumber dari Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah; ;
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kebupaten Toba Samosir Nomor 6 ';‘ ahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daersh’ (Lémbaran
Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2098 Nomor 6 Seri E
Nomor 4),;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;



L

MEMUTUSKAN :

. . |
Menetapkan . PERATURAN BUPAT1I TENTANG PERUBAHAN @ ATAS
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 33 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA  PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUWNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL  YAMG - BERSUMBER DARI {{ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TO,BA

SAMOSIR.

' Pasal I . e{t. $
"" .“" ‘t' .' '~“'
it
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 T qﬁ;’n] &3 g.Taw
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dah’ Pelapofan serta

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggafm' cndapa!andqn
Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir diubah sebagai berikut ; s

1. Ketentuan Pasel 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal |1

(1) Hibah berupa vang sebagumnndmnksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian
obyek belahja hibah pada PPKD, 4

(2) Obyek belanju hibah dmnnc:an obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
() meliputi;

8. Pemerintah; I
b. Pemerintah daerah lainnya; '
¢. Perusshean daerah; o

d. Masyarakat; dan F J

_ €. Organisasi kemasyarakatan. -

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jeuis belanja barang dan ;asa, obyek belanja
hibzh barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang dlsemhkmi"
kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD, '

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 114, sehingga

berbunyi sebagai berikut : " ‘
P&S&l llA S';f'.' {h"."{" a g : ll
’.
(1) Bupau mmcanmmkan daftar nama penerima, alamat penerima dan"bc’ ar o ‘yaiap\
Lampiran ITI Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. ! 'iﬁ

(2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebesgsmana dimaksud pada nyat,é) tercantum . 4
dalam Lampiran V Peraiuran Bupati ind, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. . 4



. Pasal 21 ayat (2) diubab, sehingga berbunyi sebagai berikt :
v Pasal2l

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sﬁ‘. sta'n __' almmin.n
Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkify p%@mamw

laporan keuangan galam penyusunan laporan keuangan PemeyinthhDabrahi}y ety

(2)Fommmmmmmummmwmﬂsxmm
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati i, A

. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga
berbunyi sebaga berikut !

Pasal:23A

(1) Bantuan sosial berupa-uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimans dimaksi:d
dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosia] kepads individu dan/ atau keluarga
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnyz,

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan
besarunnya pada saat penyusunan APBD. :

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang apebila ditunda ya akan menimoulkan
resiko sosial yang lebih besar bagi indwi atay keluarga yg bersangkutan .-

L N
(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya "sébagaimagg
dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggeran yang direncanekan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).~ _

- Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Pasal 30

(1) Bantuan sosial berupa nang dianggarkan dalam kelompok belanja ddak‘liixg_sung’, jenis
' belanja bantuan sosial, obyek belanja bantan sosial, dan rician obyék Heianja bantuan

{
~ L)
4

sosial pada PPKD. i

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincien obyek belanja bantuan sosial sebagaimans .
dxmksudgada ayat (1) meliputi : : b
a. Individu dan/ atan keluarga;
b. Masyarakat; dan

¢. Lembaga non pemerintahan,

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompol: belanja langsung yang,
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja:
barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosiul barang, dan rincian obyek belanja bantuan,
sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Diantara Pasal 30.......c......./3



6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 3] disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 30A, schingga
berbunyi sebagai berikut ; -

Pasal 30A

(1) Kepala Dasrah mencantumkan dafiar nama pensrima, alamat penerima dan besaran.
bantuan sosial dalam Lampiran IV Peratutan Bupati teatang Penjabaran APBD, tidak

termusuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarge yang tidek dapat
umnya.

{2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dima¥sud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) dizisipkan 1 (satu)
ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasel 32 herbunyi sebagai berikut

Pusal 32

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besarfin bantuan sosial dengan Keputusan
Bupati berdasarkan Peraturan Derali tentzag APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD,

(2) Penyaluran dan/ stau penyershan bantuan sosial didasarikay tar penerima
bannmnsosidmgmwmmdnhmxepnnmmpaﬁsebm.; _ pada
ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ atau kelysrga vang tidak' dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.

(2a) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada indtvidu dany atau l;eh%’ga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan
pada permintaan tertulis darj individu dan/:atau keluarga vang bersahgkutan atou gurat
keterangan dani péfabat yang beiwenang serta mendapat persetujuan Bupati se
diverifikasi oleh SKPD terkait:

3 ac;)wm bantuan sosial berupa uang dilukukan dengan cara pemtayaran langsung
(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme ambah vang (TU)

(5) Peayaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial,
§. Diantafa Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal bany, yaity Pasal 35A, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 35A
(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bastuan .sosial kepada individu dan/ atau

keluarga yang tidak dapat direncanalan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32A paling lambat tanggal § Jauuari tahun anggaran berikutnya,

'
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan.
besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keluarga.
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9. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan | (satu) ayat baiu yaitu ayat (2), sehingga
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut ;
Pasal 36
(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

a. Usular/ permintaan tertulis dari calon peaerima bantuan sosial atau surat keterangan
dani pejabat yang berwenang Kepada Bupati;
1

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

¢, Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yanz menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. Buku transfer/ penyerahan uang ‘tas pemberian banwan sosial bemmmmng atau
Bukti senh terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa bardngy "

S ?0

(2) Penanggung)awaban sebagaimana dimaksud p:da ayat (1) hum(' b,,sian uruf
dikecualikan ternadap bantuan sosial hagi individu dan/ atzu kcluargg yang tidak depal
direncanakan sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 39
(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan scsuai standar akuntansi

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan utas
laporan keuangan dalam penyusunzn laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapas bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum padnl.a:npmn Il Peraturan Bupau ini

11, Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga betbunyi sebagai beriku: :
Pasal 42
(1) Dalam hal pengelolaan hibah dan/ atau bantuan cosial tertentu diatur lain dengan
peraturan pcnmdangan undzmgnn maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan
dani Peraturan’ Bupati ini. '
(2) Hal-hal yang‘belum cukup diatur mengenm lata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pc.aponn serta monitoring dan evaluasi hibah
dan bantuan sosial dalam Peratuwran Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati,

Ketentuan....... PR R T 7



12. Ketentuan Pasal 43 diubah, schiaggs berbunyi sebagaj berikut :

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Da:anbuhbmya?mnmaupaﬁmipmmmmpehksmmdmpmmhaa&hm
dnpumzmmgjlmbansuumonitodngdmevduuipembeﬁmhibahdanbmtvgq_: sial mulai
Tabun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Bupati ind. '

Pasal 1l
Pmm ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ager setiap orang mengetshuinys, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati i dengan
penempatannya dalam Berita Daccab Kabupaten Toba Samosit,

Ditetapkan di Balige
padatanggal 30 Jul: pV Il

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap/dte

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR 25

L



